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Abstract: The Qur'an not only regulates human vertical relationship with God,
but also set the horizontal human relationships with each other and with the
natural surroundings. The number of verses in the Quran the law only slightly
compared with the governing creed. Verses such laws are generally global, in
tune with the dynamics of a society that is always dynamic, growing and
changing. The concept of the law of the Koran integrating between justice and
humanity, which is reflected in the implementation of the punishment like any
concepts valuable humanitarian obligations. The concept of justice and
humanity in the law is essentially a objectives of Islamic law.
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I. PENDAHULUAN

Alquran diturunkan Allah kepada
Nabi Muhammad saw sebagai pedoman
hidup (al-huda) bagi manusia dalam
mengarungi lalu lintas kehidupan di dunia
dan akherat. Alguran memberikan petun-
juk dalam persoalan-persoalan akidah,
syariah dan akhlak, dengan jalan meletak-
kan dasar-dasar prinsipil ketiga persoalan
tersebut. Jelasnya, bahwa ada tiga tujuan
pokok diturunkannya Alquran, yaitu:

1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang
harus dianut oleh manusia yang ter-
simpul dalam keimanan akan keesaan
Tuhan dan kepercayaan akan kepastian
adanya hari pembalasan;

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni
dengan jalan menerangkan norma-
norma keagamaan dan susila yang
harus diikuti oleh manusia dalam
kehidupan-nya secara individual atau
kolektif;

3. Petunjuk mengenai syariat dan hukum
dengan jalan menerangkan dasar-dasar
hukum yang harus diikuti oleh manusia

dalam hubungannya dengan Tuhan dan
sesamanya.

Dengan demikian dapat diungkap-
kan bahwa ada ayat-ayat dalam Alquran
yang mengandung nilai hukum. Selaras
dengan hal ini Yoseph Schacht menge-
mukakan, bahwa Islam yang bersumber
dari Alquran tidak hanya mengatur
masalah ibadah ritual saja, namun ia juga
mengatur kepentingan hubungan manusia
dalam hidup kemasyarakatan, seperti
masalah kehidupan rumah tangga, pendi-
dikan, ekonomi, ketatanegaraan, politik
dan hukum. Islam adalah pengetahuan
yang pure exellence. Mustahil memahami
Islam tanpa memahami hukum Islam.
Begitu juga pengakuan Snouck Hurgronje,
bahwa “Islam is a religion of law in the
full meaning of the word (Islam adalah
agama hukum dalam arti kata yang
sebenarnya).”

Dalam konteks ini dapat dikemuka-
kan bahwa Alguran mempunyai konsep
hukum yang unik. Sebagai hukum Tuhan,
konsep hukum dalam Alquran tentunya
memiliki karakteristik yang ideal dalam
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kewujudkan keadilan. Tegasnya, bahwa
keadilan yang inhern dalam konsep hukum
dalam Alquran adalah keadilan Tuhan,
keadilan yang bersumber dari Tuhan.
Namun masalahnya, adalah apakah konsep
hukum dalam Alquran hanya dititik-
beratkan pada keadilan hukum saja dengan
mengesampingkan prinsip kemanusiaan,
ataukah memadukan antara keadilan dan
kemanusiaan, dan bahkan keadilan hukum
itu ditegakkan adalah dalam rangka
mewujudkan harkat dan martabat kema-
nusiaan yang hakiki?

Permasalahan ini perlu dikaji meng-
ingat adanya tudingan dari sementara
pihak, baik dari kalangan non muslim mau
pun dari kalangan umat Islam sendiri,
bahwa hukum Islam mengabaikan ke-
manusiaan sehingga cenderung tidak
manusiawi bahkan kejam. Tudingan itu
menunjukkan bahwa konsep hukum dalam
Alquran tidak memadukan antara keadilan
dan kemanusiaan. Pertanyaan selanjutnya
adalah apakah memang konsep hukum
dalam Alqguran seperti yang ditudingkan
itu? Karena Alquran merupakan sumber
pertama dan utama hukum Islam.

Il. PEMBAHASAN
A. Hukum dalam Alquran

Alguran adalah kalam Allah yang
diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad
saw dan tertulis di dalam mushaf ber-
dasarkan sumber-sumber mutawatir yang
bersifat pasti kebenarannya, dan yang
dibaca umat Islam dalam rangka ibadah.
Alquran adalah kitab petunjuk hidup (way
of life atau al-huda). Sebagai al-huda,
Alguran merupakan traffic light dalam
menjalani lalu lintas kehidupan. Bahkan
secara implisit, Alquran dapat dipandang
sebagai kitab hukum. Kitab hukum yang
dimaksudkan di sini dalam arti hukum
yang universal, bukan Kkitab undang-
undang yang sifatnya temporal, dan lokal.

Perlu dikemukakan, bahwa ayat-ayat
yang berkaitan dengan persoalan hidup
kemasyarakatan secara historis pada
umumnya diturunkan di Madinah. Ayat-

ayat tersebut biasa disebut ayat-ayat

ahkam atau ayat-ayat hukum. Apakah

jumlah ayat-ayat hukum dalam Alquran

telah dapat menyelesaikan semua problem

masyarakat yang dinamis dan berubah ini?

Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf,

bahwa dibandingkan dengan jumlah 6360

ayat yang terkan-dung dalam Alquran,

ayat hukum hanya sedikit. Jumlah ayat-

ayat hukum tersebut hanya 5,8 persen dari

seluruh ayat Alquran, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Mengenai ibadah salat, puasa, haji, dan
lain-lain sebanyak 140 ayat

2. Mengenai hidup kekeluargaan, per-
kawinan, perceraian, hak waris dan
sebagainya, sebanyak 70 ayat

3. Mengenai hidup perdagangan/ per-
ekonomian, jual beli, sewa menyewa,
pinjam meminjam, gadai, perseroan,
kontrak, dan sebagainya sebanyak 70
ayat

4. Mengenai soal kriminal sebanyak 30
ayat

5. Mengenai hubungan Islam dan bukan
Islam sebanyak 25 ayat

6. Mengenai soal pengadilan sebanyak 13
ayat

7. Mengenai hubungan kaya dan miskin
sebanyak 10 ayat

8. Mengenai soal kenegaraan sebanyak 10
ayat.

Jadi, jumlahnya hanya 368 ayat.
Dari 368 ayat itu hanya 228 atau 3%
persen yang mengurus soal hidup ke-
masyarakatan umat. Hal itu menunjukkan,
bahwa ayat-ayat yang mengatur soal hidup
kekeluargaan dan perdagangan/  per-
ekonomian mempunyai jumlah terbesar.
Besarnya jumlah ayat mengenai kekeluar-
gaan, karena keluargalah yang merupakan
unit kemasyarakatan terkecil dalam setiap
masyarakat.

Ayat hukum mengenai perdagangan/
perekonomian juga banyak, karena ke-
makmuran materil individu dan keluarga
merupakan syarat penting dalam me-
wujudkan masyarakat yang sejahtera.
Perbuatan-perbuatan  kriminal merusak
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ketenteraman masyarakat, dan Masaya-
rakat perlu diperlihara dari berbagai
tindakan kriminal anggota masyarakat
yang berakhlak rendah. Untuk inilah,
maka ayat-ayat hukum mementingkan soal
kriminal dan Dbersikap keras terhadap
tindak kriminal.

Minimnya ayat-ayat hukum ini erat
kaitannya dengan dinamika kehidupan
masyarakat yang menjadi subyek sekali-
gus obyek hukum itu sendiri. Masyarakat
bersifat dinamis, senantiasa mengalami
perubahan dan berkembang mengikuti
peredaran zaman. Padahal hukum mem-
punyai efek mengikat. Kalau semua pro-
blem masyarakat yang selalu berkembang
dan berubah itu telah diatur secara absolut
dan rinci dalam Alquran, maka dinamika
perkembangan masyarakat menjadi ter-
hambat.

Karena Alguran merupakan syariat
Islam yang bersifat menyeluruh, maka
mayoritas penjelasan hukumnya bersifat
global, dan sedikit sekali yang terinci.
Penjelasan Alquran terhadap hukum terdiri
dari tiga bentuk, yaitu:

1. Penjelasan Alquran bersifat sempurna.
Dalam hal ini sunnah berfungsi untuk
menetapkan makna yang dikandung-
nya. Misalnya QS. Al- Baqarah (2): 185
alalh el R 33 Gab (‘Karena itu
barangsiapa di antara kamu hadir (di
negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan
itu.”). Begitu juga ayat qazaf (menuduh
wanita baik-baik berzina) dan li’an
berkaitan dengan suami yang menuduh
isterinya berbuat zina. Ayat-ayat ter-
sebut menjelaskan hukuman pelakunya
secara sempurna.

2. Penjelasan Alquran bersifat global
(mujmal), sedangkan sunnah berfungsi
untuk menjelaskannya lebih konkrit.
Seperti perintah  mendirikan salat,
membayar zakat, serta lafaz-lafaz yang
tidak jelas maknanya, kecuali setelah
dijelaskan oleh sunnah.

3. Alguran hanya menjelaskan pokok-
pokok hukum, baik dengan isyarat, mau

pun dengan ungkapan langsung, kemu-
dian sunnah merinci hukum tersebut
dengan sempurna. Misalnya hukuman
hamba sahaya yang disebutkan dalam
QS. Al-Nisa: 25
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Terjemahnya:

Dan apabila mereka telah menjaga diri
dengan kawin, kemudian mereka
mengerjakan perbuatan yang Keji
(zina), maka atas mereka separo
hukuman dari hukuman wanita-wanita
merdeka yang bersuami.

Ayat ini mengisyaratkan, bahwa
hukuman bagi hamba sahaya adalah
separo dari hukuman orang yang merdeka,
baik dalam hukuman pidana mau pun
menyangkut hak-hak hamba sahaya.

Dengan demikian muatan hukumn
dalam Alquran telah diberikan penjelasan
secara beragam. Penjelasan rinci umum-
nya berkaitan dengan hukum yang telah
pasti (qath’iy) tetapi yang hukum yang
tidak pasti hanya dijelaskan secara global
dan dasar-dasarnya saja.

Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, bahwa Alquran bukan saja
mengatur tentang masalah akidah, akhlak
dan hukum. Dengan kata lain dalam
Alquran terkandung berbagai aspek
hukum. Kandungan hukum dalam Alquran
dapat dibagi dalam beberapa bagian.
Menurut Muhammad Abu Zahrah, hukum-
hukum dalam Alquran terbagi atas:

1. Ibadah, seperti salat, zakat, puasa, haji,
sedekah dengan segala macam dan
ragamnya.

2. Kafarat, yang menjadi bagian dari

ibadah  sebagai penebus terhadap

sebagian dari dosa (kafarat zihar,
sumpah dan pembunuhan orang
mukmin tanpa sengaja)

Hukum muamalah

Hukum keluarga

5. Hukum pidana

> w
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6. Hukum acara (hubungan antara hakim
dan pelaku tindak pidana)
7. Perlakuan terhadap non Muslim.

Dengan klasifikasi yang hampir
sama, Suparman Usman mengemukakan,
bahwa hukum-hukum dalam Alquran
secara garis besarnya terbagi kepada dua
bagian, yaitu:

1. Hukum ibadat (dalam arti khusus),
yaitu ketentuan-ketentuan yang meng-
atur hubungan lahiriah antara manusia
dengan Tuhan.

2. Hukum muamalat dalam arti luas, yaitu
ketentuan-ketentuan yang mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya
dand engan alam sekitarnya. Hukum
muamalat ini dirinci menjadi beberapa
bidang hukum:

a. Hukum perdata (hukum muamalat
dalam arti khusus) yaitu ketentuan-
ketentuan yang mengatur hubungan
antar manusia, yang menyangkut
harta benda atau kebutuhan terhadap
benda, seperti hubungan jual beli,
gadai dan hibah, perekonomian
lainnya di antara mereka;

b. Hukum perkawinan vyaitu hukum
yang mengatur hubungan antara
manusia dengan sesamanya yang
menyangkut penyaluran kebutuhan
biologis antar jenis, dan hak serta
kewajiban yang berhubungan dengan
akibat perkawinan itu;

c. Hukum waris, vyaitu ketentuan-
ketentuan yang mengatur hubungan
manusia yang menyangkut harta
benda dan hak yang timbul sehubu-
ngan dengan terjadinya kematian.

d. Hukum pidana, vyaitu ketentuan-
ketentuan yang mengatur hubungan
manusia, yang menyangkut tindak
pidana atau kejahatan terhadap
badan, jiwa, kehormatan, akal, harta
benda dan lain-lain;

e. Hukum acara, aitu ketentuan-keten-
tuan yang mengatur hubungan
manusia, yang berkaitan dengan cara
berperkara di pengadilan dalam

rangka memperoleh/ mempertahan-
kan hak serta menegakkan keadilan;

f. Hukum tata negara, ketentuan-keten-
tuan yang mengatur hubungan
manusia, yang menyangkut kehidu-
pan beragama dan bernegara, hak
dan kewajiban pemimpin serta
warga negara;

g. Hukum antar bangsa/internasional,
ketentuan-ketentuan yang mengatur
hubungan manusia, yang berbeda
negara atau agama, baik hubungan
dalam keadaan perang mau pun
dalam keadaan damai.

Dengan mengikuti model klasifikasi
Suparman Usman, A. Djazuli dan I. Nurol
Aen mengungkapkan jumlah ayat pada
masing-masing bidang hukum tersebut,
yaitu:

1. Hukum keluarga, yaitu yang berhubu-
ngan dengan pengaturan dalam kelu-
arga antara suami isteri, anak-anak dan
kaum kerabatnya, diatur sekitar 70 ayat
Alquran;

2. Hukum perdata/muamalah dalam arti
sempit yaitu yang berhubungan dengan
muamalah perorangan untuk memeli-
hara hak-hak perseorangan, diatur
sekitar 70 ayat

3. Hukum pidana, vyaitu yang berhu-
bungan dengan kejahatan dan sanksi-
sanksinya, demi untuk memelihara
kehidupan manusia di dalam agamanya,
dirinya, akalnya, kehormatannya, dan
hubungannya antara pelaku kejahatan,
si korban dan umat, diatur sekitar 30
ayat

4. Hukum acara, yaitu yang berhubungan
dengan proses peradilan, seperti gugat,
saksi, hakim dans ebagainya, dnegan
maksud untuk menerapkan keadilan di
antara manusia, diatur sekitar 13 ayat

5. Hukum kenegaraan, yaitu aturan yang
berhubungan dengan pemerintah yang
mengatur hubungan antara pemerintah
dan rakyatnya, menetapkan kewajiban
dan hak pemimpin dan rakyat, diatur
sekitar 10 ayat
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6. Hukum hubungan internasional dan
antar negara, yaitu yang mengatur
hubungan antar bangsa dan antara
agama baik dalam keadaan damai mau
pun dalam keadaan perang, diatur
sekitar 25 ayat

7. Hukum ekonomi dan harta kekayaan,
yaitu yang mengatur tentang pemasu-
kan dan pengeluaran harta kekayaan,
hubungan antara si kaya dan si miskin,
serta antara rakyat dan masyarakatnya
dalam bidang harta, diatur sekitar 10
ayat.

Dengan demikian dalam klasifikasi
A. Djazuli dan I. Nurol Aen, memasukkan
hukum waris ke dalam hukum keluarga,
karena keberadaan hukum waris erat
kaitannya dengan hukum keluarga. Tetapi
mereka memasukkan hukum ekonomi dan
harta kekayaan sebagai satu bidang hukum
yang dikandung dalam Alquran.

B. Konsep Hukum dalam Alquran

Konsep hukum dalam Alquran
adalah ide pokok yang mendasari gam-
baran yang bersifat umum mengenai
esensi atau hakekat hukum dalam Alqguran.
Dalam kaitan ini, dalam arti luas luas
konsep hukum dalam Alquran bukan saja

bernilai profan tetapi juga bernilai
transenden. Dengan kata lain, konsep
hukum dalam  Alquran  merupakan

integrasi antara nilai ilahiah dan humanis.
Konsep hukum dalam Alquran bernilai
ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang
transenden, yang ditaati karena didorong
keyakinan yang sungguh-sungguh
(keimanan) kepada Tuhan, dan karena
Allahlah yang Maha Kuasa, yang berhak
menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup
bagi umat manusia, tetapi juga bernilai
humanis karena konsep hukum tersebut
senantiasa memperhatikan  kebutuhan
manusia dalam kehidupan profan.

Dengan demikian konsep hukum
dalam Alquran tidak memisahkan antara
nilai spiritual dan temporal, antara
religious dan profan. Selaras dengan
asumsi ini, maka pertanyaan yang muncul,

adalah apakah konsep hukum dalam
Alquran mengintegrasikan antara keadilan
dan kemanusiaan?

Untuk menjawab permasalahan itu,
maka terlebih dahulu perlu diuraikan
makna keadilan. Keadilan adalah kata
jadian dari kata “adil” yang terambil dari
bahasa Arab ‘adl. Kamus-kamus bahasa
Arab menginformasikan bahwa kata ini
pada mulanya berarti “sama” atau “per-
samaan.” Persamaan yang merupakan
makna asal kata “adil” itulah yang men-
jadikan pelakunya “tidak berpihak,” dan
pada dasarnya pula seorang yang adil
“berpihak kepada yang benar,” karena
baik yang benar mau pun yang salah
sama-sama harus memperoleh haknya.
Dengan demikian, ia melakukan sesuatu
“yang patut” lagi “tidak sewenang-
wenang.”

Menurut Harun Nasution, al-‘adl
berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa
seseorang yang membuatnya menjadi
lurus. Orang yang adil adalah orang yang
tidak dipengaruhi hawa nafsunya, se-
hingga ia tidak menyimpang dari jalan
lurus dan dengan demikian bersikap adil.
Jadi, kata al-‘adl mengandung arti menen-
tukan hukum dengan benar dan adil.

Kata kerja ‘adala berarti meluruskan
seperti letaknya perkakas rumah. Kata
‘adala  selanjutnya mengandung  arti
menyelesaikan masalah misalnya,
menyelesaikan permusuhan antara dua
orang yang bertikai. Kata ini juga berarti
menyamakan sesuatu dengan yang lain.
Mencermati arti aslinya itu, tidak men-
herankan kalau kata al-‘ad/ dihubungkan
dengan timbangan yang lurus secara
horisontal, yaitu timbangan yang daunnya
tidak berat sebelah. Kata al-‘adl lebih
lanjut berarti serupa atau yang sama, dan
juga berarti seimbang. Untuk meluruskan
hal yang tidak lurus perlu diadakan
sesuatu yang membuatnya lurus, dan
dengan demikian al-‘adl berarti tebusan.
Dari kata al-‘adl diambil pengertian
keadaan menengah di antara dua keadaan
yang ekstrem.
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Keadilan diungkapkan oleh Alguran
antara lain dengan kata-kata al-‘adl, al-
gist, al-mizan, dan dengan menafikan
kezaliman, walau pun pengertiannya tidak
selalu menjadi antonim kezaliman. ‘Ad/
yang Dberarti “sama,” memberi kesan
adanya dua pihak atau lebih, karena jika
hanya satu pihak, tidak akan terjadi
“persamaan.”

Qist arti asalnya adalah “bagian”
(yang wajar dan patut). Ini tidak harus
mengantarkan ~ adanya  “persamaan.”
Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh
oleh satu pihak? Karena itu kata qist lebih
umum daripada kata ‘adl, dan karena itu
pula ketika Alguran menuntut seseorang
untuk berlaku adil terhadap dirinya
sendiri, kata qist itulah yang diguna-
kannya, seperti terungkap dalam QS. Al-
Nisa (4): 135:

Ly i 158 ke u;,ux P[5
M\ PER Ik
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah  kamu penegak al- qist
(keadilan), menjadi saksi karena
Allah, walau pun terhadap dirimu
sendiri... .

Mizan berasal dari akar kata wazn
yang berarti timbangan. Karena itu, mizan,
adalah alat untuk menimbang. Namun
dapat juga berarti keadilan, karena bahasa
seringkali menyebut “alat” untuk makna
“hasil penggunaan alat itu.”

Dengan demikian keadilan yang
dibicarakan dan dituntut oleh Alquran
amat beragam, tidak hanya pada proses
penetapan hukum atau terhadap pihak
yang bertikai, tetapi Alquran juga menun-
tut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang
sama juga ketika Alguran menunjuk Zat
Allah yang memiliki sifat adil, kata yang
digunakan-Nya hanya al-gist. (QS Ali
Imran: 18).

Kata ‘adl yang dalam berbagai ben-
tuknya terulang 28 kali dalam Alquran,

tidak satu pun yang dinisbatkan kepada
Allah menjadi sifat-Nya. Di sisi lain,
beragam aspek dan bojek keadilan telah
dibicarakan oleh Alquran, pelakunya pun
demikian. Keragaman itu mengakibatkan
keragaman makna keadilan. Dalam hal ini
ada empat makna keadilan yang
diungkapkan Alquran:

1. Adil dalam arti sama atau persamaan
yaitu persamaan dalam hak, seperti
yang diungkapkan dalam QS al-Nisa:
58

qu\y&i"f B i 2285 15
Terjemahnya:

Apabila kamu memutuskan perkara
di antara manusia, maka hendaklah
engkau memutuskannya dengan
adil...".

Kata adil dalam ayat ini bila diar-
tikan “sama” hanya mencakup sikap
dan perlakuan hakim pada saat peroses
peng-ambilan keputusan. Ayat ini
menuntun sang hakim untuk menem-
patkan pihak-pihak yang Dbertikai di
dalam posisi yang sama, dan bukan
mempersamakan apa Yyang mereka
terima dari keputusan hakim.

2. Adil dari arti seimbang. Keseimbangan
ditemukan pada suatu kelompok yang
di dalamnya terdapat beragam bagian
yang menuju satu tujuan tertentu,
selama syarat dan kadar tertentu
terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan
terhimpunnya syarat itu, kelompok itu
dapat bertahan dan berjalan memenuhi
tujuan kehadirannya, seperti
diisyaratkan QS al-Infithar (82): 6-7

5%
|

P A S VR TN R P
Terjemahnya:
‘wahai manusia, apakah yang mem-
perdayakan kamu berbuat durhaka
ter-hadap Tuhanmu vyang Maha

Pemurah? Yang menciptakan kamu
lalu menyem-purnakan kejadianmu,
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dan meng-adilkan kamu (menjadi-

kan susunan tubuhmu seimbang)

Seandainya ada salah satu anggota

tubuh manusia berlebih atau kurang
dari kadar atau syarat yang seharusnya,
maka pasti akan terjadi kesetimbangan
(keadilan).

3. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak
individu dan mem-berikan hak-hak itu
kepada setiap pemiliknya. Pengertian
inilah yang didefinisikan dengan “me-
nempatkan sesuatu pada tempatnya”
atau “memberi pihak lain haknya
melalui jalan yang terdekat.”

4. Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.
Adil di sini  berarti  memelihara
kewajaran atas berlanjutnya eksistensi,
tidak mencegah kelanjutan eksistensi
dan perolehan rahmat sewaktu terdapat
banyak kemungkinan untuk itu.

Dari urian di atas dapat dikemuka-
kan, bahwa konsep hukum dalam Alquran
bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan
tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha
Adil. Karena pada hakekatnya Allahlah
yang menegakkan keadilan (gaiman bi al-
gist), sehingga harus diyakini bahwa Allah
tidak berlaku aniaya (zalim) kepada
hamba-hambaNya. Karena itu, setiap
perbuatan manusia akan dipertanggung
jawabkan kepada Allah pada hari keadilan.
Adil  dalam pengertian  persamaan
(equality), yaitu persamaan dalam hak,
tanpa membedakan siapa, dan dari mana
orang yang diserakan menegakkan ke-
adilan.

Dalam konteks keadilan hukum
yang diamanatkan  Alquran,  nabi
Muhammad saw menegaskan adanya per-
samaan mutlak (egalitarisme absolut/al-
muawah al-mutlagah) di hadapan hukum
syariat sebagaimana sabdanya:

o S I I S-S (R BPLI P
113 33T Ol A15 4585 O YT 20 sl g
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\n

Artinya:

‘Wahai manusia ketahuilah, sesung-
guhnya tuhan kalian adalah satu,
bapak kalian pun satu. Ketahuilah,
tidak ada kelebihan dari orang Arab
atas non Arab, orang non Arab atas
orang Arab, kecuali karena ketak-
waannya’.

Keadilan dalam hal ini tidak mem-
beda-bedakan status sosial seseorang,
apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau
rakyat jelata, dan tidak juga karena
perbedaan warna kulit serta perbedaan
bangsa dan agama, karena di hadapan
hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung
dalam keadilan tidak pula menutup
kemungkinan adanya pengakuan tentang
kelebihan dalam beberapa aspek, yang
dapat melebihkan seseorang karena pres-
tasi yang dimilikinya. Tetapi kelebihan itu
tidak akan menimbulkan perbedaan per-
lakuan hukum terhadap dirinya. Peng-
akuan adanya persamaan dinyatakan
dalam Alquran sebagai “pemberian” Allah
yang berimplikasi terhadap tingkah laku
manusia, adalah sifat kemuliaan manusia
(al-karamah al-insaniah).

Martabat dan hajat manusia dalam
pandangan  Alquran adalah  sebagai
anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu
kekuatan apa pun yang dapat merusak dan
menghancurkannya, kecuali dengan keten-
tuan hukum yang telah ditetapkan Allah
juga. Pengakuan tentang harkat dan
kehormatan ini sekaligus memperkuat
adanya kewajiban dalam hukum terhadap
kejahatan atau pelanggaran, hukuman
seimbang atau setimpal dengan kejahatan
atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kaitan ini, orang yang ter-
bukti secara sah dan meyakinkan suatu
pelanggaran hukum, adalaha adil jika yang
bersangkutan dihukum. Pencuri adil kalau
dihukum potong tangan, penzina yang
belum menikah adil kalau dihukum
cambuk 100 kali, dan sebagainya.
Sebaliknya, keadilan hukum tidak dapat
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ditegakkan jika mereka yang terbukti

melakukan pelanggaran hukum tidak

dihukum.

Keadilan hukum dalam Alquran
tidak menyamakan hukum di antara orang
kuat dan orang lemah, tetapi memiliki
persepsi lain yang belum pernah ada
sebelumnya, dan tidak dapat disamakan
dengan sistem hukum mana pun.
Dalam kaitannya dengan keadilan hukum
dalam Alquran ini, konstitusi Islam
mengatur hak dan kewajiban berdasarkan
keadilan. Di antara konsep keadilan itu,
antara lain:

1. Setiap orang berhak mendapatkan
perlindungan bagi kebebasan pribadi-
nya;

2. Setiap orang berhak memperoleh
makanan, perumahan, perkawinan,
pendidikan, dan perawatan medis;

3. Setiap orang berhak mempunyai
pikiran, mengemukakan pendapat dan
kepercayaan selama ia masih berada
dalam batas-batas yang ditetapkan
hukum;

4. Semua orang
dalam Islam;

5. Semua orang dengan kemampuan yang
sama berhak atas kesempatan yang
sama, dan penghasilan yang sama,
tanpa membedakan agama, etnis, asal
usul dan sebagainya;

6. Setiap orang yang dianggap tidak
bersalah sampai akhirnya dinyatakan
bersalah oleh pengadilan, dan beberapa
hak dan kewajiban yang menyambut
beberapa aspek sosial, politik, ekonomi,
pertahanan, keamanan dan sebagainya.

Mengenai keadilan hukum berim-
bang dalam hukum pidana asas keadilan
berimbang terlihat pada sanksi yang
diberikan, semakin tinggi status sosial dan
kedudukan seseorang dalam masyarakat,
semakin berat hukuman vyang akan
dijatuhkan.

Sedangkan dalam bidang hukum
perdata juga berlaku prinsip keadilan
berimbang. Perbandingan dan perbedaan
porsi bagi ahli waris sebagaimana yang

sama kedudukannya

telah ditentukan Alquran adalah disesuai-
kan dengan perimbangan tanggung jawab
yang dibebankan antara laki-laki dan
wanita. Dalam hal ini, keadilan diterapkan
dalam upaya menempatkans esuatu pada
tempat yang semestinya. Termasuk
keadilan dalam hukum, adalah pengenaan
denda atau hukuman terhadap orang-orang
yang melanggar  ketentuan-ketentuan
agama, seperti suami Yyang menzihar
isterinya atau suami isteri yang melakukan
hubungan biologis pada siang hari bulan
Ramadan. Mereka dikenakan kifarat yaitu
memberi makan 60 orang miskin,
sedangkan orang yang mengambil haji
tamattu, dikenakan denda, memotong
sesekor kambing sebagai dam.

Konsep hukum dalam Alquran tidak
saja berorientasi pada keadaan hukum,
tetapi juga memperhatikan faktor ke-
manusiaan, baik melindungi hak-hak
korban, mau pun penjerahan (penyadaran)
pelaku sendiri dari pelanggaran hukum.
Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa
manusia merupakan khalifah Allah di
muka bumi sehingga harus diperlakukan
secara manusiawi dan sebagai subyek,
bukan hanya sebagai alat semata. Karena
manusia adalah makhluk termulia yang
diciptakan Tuhan dan menjadi objek
pembahasan utama dalam Alquran.

Jelasnya, bahwa konsep hukum
dalam Alquran yang disertai sanksi, baik
berupa sanksi duniawi mau pun sanksi
ukrawi (neraka), adalah bertujuan untuk
membatasi ambisi dan hawa nafsu
manusia, sehingga hak-hak manusia lain
dan kemanusiaan terpelihara, yaitu
mencegah kerusakan bagi manusia, dan
mendatangkan kemaslahatan, pengenda-
lian dunia dengan kebenaran, keadilan dan
kebajikan. Jadi, larangan mengikuti hawa
nafsu pada hakikatnya adalah upaya
memelihara martabat kemanusiaan.

Kemaslahatan manusia dalam kehi-
dupan ada yang bersifat daruriah yang
terfokus pada lima hal, vyaitu; (a)
memelihara agama, (b) memelihara jiwa,
(c) memelihara akal, (d) memelihara
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keturunan, dan (e) memelihara harta.
Untuk memelihara agama, maka dilarang
murtad dari Islam atau mempermaikan
agama. Untuk memelihara jiwa, maka
dilarang membunuh atau menganiaya
orang lain tanpa alasan sah. Untuk
memelihara akal, maka dilarang meminum
khamar dan yang sejenisnya. Untuk
memelihara keturunan, maka dilarang
berzina. Untuk memelihara harta, maka
dilarang mencuri.

Walau pun dari segi keadilan
hukum, orang yang menganiaya atau
membunuh harus dihukum gisas (dibunuh
atau dihukum setimpal dengan peng-
aniayaannya), namun hukuman itu tidak
boleh melampaui batas, yang bertentangan
dengan kemanusiaan. Karena itulah ada
kemungkinan pelaku pembunuhan dan
penganiayaan dimaafkan keluarga korban
dan korban penganiayaan itu dari
hukuman fisik, baik dengan tetap
membayar diat (denda), mau pun tanpa
diat sama sekali.

Orang yang belum menikah jika
berzina, maka hukuman yang adil baginya
adalah dicambuk 100 kali. Tetapi akan
bertentangan dengan kemanusiaannya jika
dihukum lebih dari 100 kali. Begitu pula
pencuri, adil jika dipotong tangannya.
Tetapi demi kemanusiaan, pencuri tidak
dipotong tangannya jika mencuri di musim
kelaparan, sebagaimana yang pernah
dilakukan khalifah Umar bin Khattab.
Berpijak pada prinsip kemanusiaan ini,
maka konsep hukum dalam Alquran, di
samping berupa  ketentuan  hukum
‘azimah, juga disertai hukum rukhsah
yang diberlakukan kepada orang-orang
tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.

Dengan adanya hukum rukhsah,
maka orang yang mengalami hambatan
melakukan hukum ‘azimah akan tetap
melaksanakan ketentuan hukum Tuhan
dalam Alquran. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa elan dasar (basic elan)
Alguran mempunyai penekanan pada
keadilan dan persamaan esensial manusia.
Bertolak dari uraian di atas, maka

pandangan bahwa berbuat baik dengan
jalan mengorbankan kepentingan diri
sendiri untuk kepentingan pihak lain atau
membalas kejahatan dengan kebaikan,
lebih tinggi nilainya daripada keadilan,
hanyalah benar dalam hubungan antar
individu, namun Kkeliru jika diterapkan
dalam kehidupan bermasyarakat. Karena
salah satu asas kehidupan bermasyarakat
adalah keadilan, sedangkan sikap berbuat
baik yang melebihi keadilan- seperti
berbuat baik terhadap mereka yang
bersalah (melakukan pelanggaran hukum)
akan menggoyahkan sendi-sendi kehidu-
pan bermasyarakat.

Keadilan harus ditegakkan, kalau
perlu dengan tindakan tegas. Alquran
menggandengkan “timbangan” (alat ukur
yang adil) dengan “besi” yang digunakan
sebagai senjata, mengisyaratkan bahwa
senjata adalah salah satu cara atau alat
untuk  menegakkan  keadilan.(QS.Al-
Hadid: 25).

Karena itu jika terjadi pertentangan
antara kedilan dan kemanusiaan dalam
suatu penegakan hukum, maka pertim-
bangan keadilan hukumlah yang diung-
gulkan demi untuk melindungi harkat dan
martabat kemanusiaan yang lebih luas.
Dalam hal ini memang sepintas terkesan
ketegasan keadilan hukum telah ber-
tentangan bahkan mengesampingkan ke-
manusiaan. Namun perlu dipahami bahwa
dalam penegakan keadilan hukum yang
tegas, maka fungsi hukum sebagai social
control dapat terealisir secara berdaya
guna dan berhasil guna. Orang-orang yang
merencanakan kejahatan akan meng-
urungkan niatnya jahatnya. Orang yang
telah dijatuhi hukuman pun diharapkan
akan jera (sadar) dan tidak mengulangi
kesalahannya lagi.

Di samping itu konsep hukum dalam
Alguran dalam hal-hal tertentu memang
bertujuan untuk kemanusiaan, seperti
kewajiban tolong-menolong, zakat, infak,
wakaf dan sekdekah. Begitu pula
ketentuan hukum dalam Alquran berupa
sanksi kafarat dalam bentuk pembebasan
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budak bagi orang yang membunuh tanpa
sengaja. Atau memberi makan orang
miskin bagi yang menzihar isterinya atau
bersumpah atau berhubungan biologis
siang hari di bulan Ramadan pada
hakekatnya bertujuan untuk mengangkat
harkat dan martabat kemanusiaan.

Tegasnya konsep hukum tersebut
secara substansial bertujaun agar per-
budakan dapat dihilangkan dan kemis-
kinan dapat dieliminir dalam kehidupan
manusia. Pembebasan budak sama artinya
menghidupkannya dari kematian, yakni
kembali hidup dalam kebebasan dari
kematian hak asasinya. Bahkan menurut
Mahmud Syaltut, pembebasan budak —
dalam kasus pembunuhan tanpa sengaja —
secara maknawi  merupakan  upaya
menghidupkan kembali jiwa orang lain,
menggantikan jiwa yang telah meninggal
akibat pembunuhan tanpa sengaja itu.

Dengan demikian penegakan keadi-
lan hukum akan mengangkat harkat dan
martabat kemanusiaan bukan saja masya-
rakat umum tetapi juga orang yang telah
melanggar hukum itu sendiri. Karena itu
konsep hukum dalam Alquran dapat
dipahami sebagai konsep hukum yang
memadukan antara keadilan dan kemanu-
siaan. Dengan penegakan keadilan hukum
yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi
secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat
dikatakan, hukum Islam yang bersumber
dari Alguran- adalah hukum kemanusiaan,
yang memberi perhatian penuh kepada
manusia dalam berbagai segi. Sehingga
sangatlah tepat pendapat Erwin 1. J.
Rosenthal, bahwa keadilan dan kemanu-
siaan mempunyai sumber pembenaran
dalam Alguran. Dalam konteks ini maka
dianggap adil jika orang yang melanggar
hukum harus dihukum, namun dalam
pelaksanaan hukuman harus tetap mem-
perhatikan kemanusiaan. Karena di dalam
keadilan hukum itu terkandung kemanu-
siaan.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian
dapat disimpulkan bahwa:
1. Alguran bukan saja mengatur tentang

hubungan vertikal manusia dengan
Tuhannya, tetapi juga mengatur
hubungan horisontal manusia dengan
sesamanya dan dengan alam sekitarnya.

2. Jumlah ayat hukum dalam Alquran
hanya sedikit dibandingkan dengan
yang mengatur tentang akidah. Ayat-
ayat hukum tersebut pada umumnya
bersifat global, selaras dengan dina-
mika kehidupan masyarakat yang
senantiasa dinamis, berkembang dan
berubah.

3. Konsep hukum dalam Alquran meng-
integrasikan antara kedilan dan kema-
nusiaan, yang tercermin dalam pelak-
sanaan hukuman mau pun dalam
konsep-konsep kewajiban yang bernilai
kemanusiaan.

4. Konsep keadilan dan kemanusiaan
dalam hukum tersebut pada hekekatnya
merupakan tujuan dari hukum Islam.

sebelumnya,
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